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BAB VI 

 
PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 
 

 
Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Tata Kelola Sampah Di Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Manggarai, penulis menyimpulkan bahwa penanganan sampah di Kecamatan 

Langke Rembong belum berjalan dengan baik dari aspek perencanaan dan pengorganisasian, di 

mana kurangnya sarana prasarana pengangkutan sampah, kurangnya armada pengangkut dan 

tenaga pengangkut sampah, petugas yang tidak bekerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan 

keterbatasan  anggaran  dalam  penanganan  sampah.  Dari  aspek  pelaksanaan  dan  pengawasan 

sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya pemberian motivasi berupa pujian 

kepada petugas pengangkut sampah dan pengawasan berupa pemantauan langsung ke lapangan 

yang bertujuan untuk mengawasi kerja petugas pengangkut sampah dan melakukan absensi di 

setiap pagi di 6 depo yang ada di Kecamatan Langke Rembong. Adapun rincian kesimpulannya 

sebagai berikut : 

 

6.1.1    Planning (Perencanaan) 

 
Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  banyaknya  volume 

sampah yang ada di Kecamatan Langke Rembong tidak terlepas dari kurangnya sarana prasarana 

yang menampung sampah seperti bak sampah, kontainer, armada pengangkut dan tenaga 

pengangkut sampah dengan jumlah penduduk kecamatan langke rembong. Pembuangan sampah 

di Kota Ruteng tidak sesuai prosedur pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2013, dimana prosedur pembuangan 

dan penanganan sampah seharusnya meliputi ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, 

pemilahan sampah berdasarkan jenis atau sifat, pengumpulan dan pengambilan sampah dari
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seumber sampah ke TPS, pengangkutan sampah dari tps menuju TPA, pengolahan dan residu 

namun fakta di lapangan hanya sebatas kumpul-angkutbuang dan tanpa melalui pendaularan 

ulang dan pemanfaatan kembali sampah, begitupun juga untuk pemilahan sampah. Banyaknya 

volume sampah disebabkan oleh keterbatasan anggaran dalam penanganan sampah, di mana 

anggaran sebesar   Rp 10.938.062.864,0 dalam pengelolaan sampah harus di bagi dengan 11 

Kecamatan  lainnya  yang  ada  di  Kabupaten  Manggarai.  Keterbatasan  anggaran  yang  ada 

membuat tidak adanya penambahan sarana prasarana sampah seperti Dump Truk, Truk Amrol, 

roda 3 dan bin kontainer sehingga terjadinya penumpukan sampah di TPS. 

6.1.2    Organizing (Pengorganisasian) 

 
Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa sudah ada pembagian kerja 

yang ditetapkan oleh DLHK Kabupaten Manggarai di Kecamatan Langke Rembong, dimana 

petugas lapangan di bagi ke 6 depo dengan setiap petugas di tempatkan 6 orang sampai 10 orang 

tergantung banyaknya wilayah pelayanan/Kelurahan dalam pengangkutan sampah. Namun fakta 

yang terjadi di lapangan masih di temukan petugas yang tidak bekerja sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan  yaitu  pukul  06.00  Wita  dan  16.00  Wita  serta  kurangnya  kerja  sama  petugas 

pengangkut sampah di lapangan. Koordinasi yang dilakukan oleh DLHK Kabupaten Manggarai 

dalam penanganan sampah di Kecamatan Langke Rembong berupa pembuatan group WhatsApp 

sehingga memudahkan komunikasi dan koordinasi antar DLHK dengan petugas lapangan yang 

ada di Kecamatan Langke Rembong. Selain itu DLHK berkoordinasi dengan Camat dan Lurah 

sesuai instruksi Bupati Manggarai untuk melakukan kerja bakti. 

6.1.3    Actuating (Pelaksanaan/Penggerakan) 

 
Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa motivasi yang diberikan 

oleh  DLHK  kepada  petugas  pengangkut  sampah  di  Kecamatan  Langke  Rembong  berupa
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pemberian arahan dan pujian kepada setiap petugas agar dapat mengangkut sampah sesuai target 

yang telah di tentukan.   Dengan adanya motivasi berupa pujian kepada petugas pengangkut 

sampah tentu akan membuat para pengangkut sampah bekerja dengan baik dan bersemangat dan 

sebaliknya dengan adanya sanksi berupa teguran tentu para pegawai akan menghindari sanksi ini 

dan memilih untuk bekerja dengan baik. 

 

6.1.4    Controlling (Pengawasan). 
 

 
Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang 

dilakukan oleh DLHK Kabupaten Manggarai dalam penanganan sampah di Kecamatan Langke 

Rembong berupa pemantauan langsung ke lapangan  yang bertujuan untuk mengawasi kerja 

petugas pengangkut sampah dan melakukan absensi di setiap pagi di 6 depo yang ada di 

Kecamatan Langke Rembong. 

 

6.2       Saran 

 
Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas maka penelitian ini akan memberikan 

saran kepada beberapa pihak, antara lain: 

a. Kedepannya   DLHK   Kabupaten   Manggarai   perlu   menambah   sarana   prasarana   yang 

menampung sampah seperti bak sampah, kontainer, armada pengangkut dan tenaga pengangkut 

sampah. 

b. Kedepanya   kepada   DLHK   Kabupaten   Manggarai   perlu   menambah   anggaran   dalam 

penanganan sampah.
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